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 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 08/PER/MWA UPI/2017
TENTANG

GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI, SERTA TUNJANGAN JABATAN/TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN UNTUK JABATAN-JABATAN ORGANIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang:  a. 
bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah menetapkan norma tentang gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk jabatan-jabatan organik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;


b.
bahwa gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, secara operasional telah ditetapkan berdasarkan Keputusan dan/atau Peraturan Rektor;

c.
bahwa penetapan  gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf b, belum mencakup tunjangan jabatan/ tunjangan tugas tambahan antara lain untuk jabatan organ-organ utama UPI;

d.
bahwa Majelis Wali Amanat sebagai penentu kebijakan umum, perlu memberikan arah kebijkan dalam menentukan gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk jabatan-jabatan organik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;


e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk jabatan-jabatan organik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
	Mengingat:
	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;


	MEMUTUSKAN:




	Menetapkan
	:
	PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI, SERTA TUNJANGAN JABATAN/ TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN UNTUK JABATAN-JABATAN ORGANIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

	BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Universitas   Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.

3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.

4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan Pengawas di bidang akademik.

5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA.

6. Komite Pengawas Akademik adalah perangkat SA yang berfungsi melakukan Pengawas atas penyelenggaraan bidang akademik di UPI secara independen.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai UPI adalah dosen dan tenaga kependidikan.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

10. Dosen di lingkungan UPI adalah Pegawai UPI yang terdiri atas Dosen Tetap PNS (termasuk Calon PNS), Dosen Tetap UPI, dan Dosen Tidak Tetap UPI.

11. Dosen Tetap UPI adalah pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja dengan UPI dan diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UPI.

12. Dosen Tidak Tetap UPI adalah pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja dengan UPI dan diangkat oleh Rektor dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

14. Tenaga Kependidikan di lingkungan UPI adalah Pegawai UPI yang terdiri atas Tenaga Kependidikan Tetap PNS (termasuk Calon PNS), Tenaga Kependidikan Tetap UPI, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap UPI.  
15. Tenaga Kependidikan Tetap UPI adalah pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja dengan UPI dan diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UPI.
16. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap UPI adalah pegawai yang terikat oleh perjanjian kerja dengan UPI dan diangkat oleh Rektor dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
17. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi dan tata kerja UPI.

18. Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dan tata kerja UPI, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.
19. Jabatan Tugas tambahan adalah nomenklatur jabatan atau tugas yang diberikan kepada dosen untuk menduduki suatu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi dan tata kerja UPI.
20. Remunerasi atau sebutan lainnya adalah pemberian penghargaan finansial kepada pegawai di lingkungan UPI atas konstribusi pegawai terhadap UPI.

21. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Universitas dalam rangkaian susunan organisasi Universitas, yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian remunerasi atau sebutan lainnya.
22. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala bulanan dari UPI kepada pegawai UPI sebagai biaya personel untuk melaksanakan tanggung jawab yang menjadi tugas pokoknya.
23. Tunjangan pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.  
24. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai UPI yang telah menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
25. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai UPI yang telah menduduki jabatan struktural berdasarkan kesetaraan atau kelompok eselon.

26. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai UPI yang telah menduduki jabatan fungsional berdasarkan kelompok fungsional.

27. Tunjangan Tugas Tambahan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen UPI yang menduduki jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi dan tata kerja UPI.

Pasal 2

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 meliputi ketua, sekretaris, dan anggota.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 meliputi wakil-wakil Rektor dan alat-alat kelengkapan Rektor lainnya berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPI.
(3) SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 meliputi ketua, sekretaris, dan anggota.
(4) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) anggota. 

(5) Komite Pengawas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) anggota.

(6) Komisi merupakan alat kelengkapan SA yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SA dalam hal merumuskan, menyusun, danmemberikan pertimbangan normatif dalam bidang akademik.
Pasal 3
(1) Universitas Pendidikan Indonesia memberikan hak kepada pegawai:

a. gaji;

b. tunjangan pegawai;

c. tunjangan jabatan; dan/atau

d. tunjangan tugas tambahan.

(2) Pemberian gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk jabatan-jabatan organik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berasaskan:

a. kepastian;

b. keadilan; dan

c. kemampuan.
BAB II

PRINSIP PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4
Pemberian gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan prinsip:

a. efisiensi;

b. efektivitas; dan

c. akuntabilitas.

Pasal 5
(1) Rektor bertanggung jawab atas pemberian gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(2) Tanggung
jawab
Rektor atas pemberian gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.


	BAB III

PENENTUAN DAN PENYESUAIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI, SERTA TUNJANGAN JABATAN/TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN 
Pasal 6
(1) Penentuan gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyesuaian.

(2) Faktor-faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil analisis terhadap:

a. indeks kemahalan;

b. tingkat inflasi; dan/atau
c. standar biaya umum.

(1) Selain faktor-faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pula faktor kesetaraan kelas dan harga jabatan, serta capaian kinerja pegawai.   

Pasal 7

(1) Penetapan gaji dan tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk pegawai tetap UPI dan pegawai tidak tetap UPI.
(2) Penetapan gaji dan tunjangan pegawai bagi pegawai tetap UPI sesuai dengan perjanjian kerja antara pegawai dengan UPI berdasarkan penetapan gaji dan tunjangan pegawai yang berlaku bagi PNS.

(3) Penetapan gaji dan tunjangan pegawai bagi pegawai tidak tetap UPI sesuai dengan perjanjian kerja antara pegawai dengan UPI.  
(4) Ketentuan pemberian tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pegawai PNS atau nonPNS.
(5) Besaran gaji dan tunjangan pegawai bagi pegawai tetap UPI dan pegawai tidak tetap UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. 

Pasal 8
Penetapan pemberian tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk Rektor UPI ditetapkan dengan Keputusan MWA.

	Pasal 9
(1) Besaran biaya tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk organ utama UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut.
a. Organ MWA:
1) Ketua MWA sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari tunjangan jabatan/ tunjangan tugas tambahan Rektor;

2) Sektetaris MWA sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Ketua MWA;

3) Ketua Komite Audit sebesar 25,35% (dua puluh lima koma tiga puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Rektor;

4) Sekretaris Komite Audit sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/ tunjangan tugas tambahan Ketua KA;

5) Anggota Komite Audit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Ketua KA.
b.  Organ SA:

1) Ketua SA sebesar 25,35% (dua puluh lima koma tiga puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Rektor;

2) Sekretaris SA sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/ tunjangan tugas tambahan Ketua SA;

3) Ketua Komite Pengawas Akademik sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Ketua SA;

4) Sekretaris Komite Pengawas Akademik sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Ketua Komite Pengawas Akademik;

5) Ketua Komisi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari  tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Ketua SA;

6) Sekretaris Komisi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari  tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Ketua Komisi.
c.  Organ Rektor:

1) Rektor sebesar 100% (seratus persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Rektor;

2) Wakil Rektor sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan Rektor.

	(2) Besaran biaya tunjangan untuk anggota organ MWA dan anggota organ SA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MWA. 
Pasal 10
(1) Penetapan pemberian tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk kelas jabatan atau setara kelas jabatan 1 (satu) sampai dengan kelas jabatan 15 (lima belas) pada unit kerja berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan MWA.

(2) Penetapan besaran tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk jabatan-jabatan organik selain organ-organ utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan MWA.
BAB IV
JENIS-JENIS TUNJANGAN PEGAWAI
Pasal 11
(1) Jenis-jenis tunjangan pegawai selain tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada:

a. tunjangan keluarga (suami/isteri);
b. tunjangan keluarga (anak);
c. tunjangan uang makan; 
d. tunjangan kinerja/remunerasi atau sebutan lain;

e. tunjangan jabatan akademik;

f. tunjangan profesi; dan/atau
g. tunjangan kehormatan;  

(2) Jenis-jenis tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berlaku untuk dosen.

(3) Jenis-jenis tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku untuk tenaga kependidikan.

(4) Penentuan besaran biaya berdasarkan jenis-jenis tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UPI.
Pasal 12
(1) Penentuan jenis-jenis tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan memperhatikan faktor pengenaan pajak penghasilan. 

(2) Tunjangan kinerja/remunerasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (d) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan harga jabatan dosen atau tenaga kependidikan, capaian kinerja, dan kehadiran pegawai yang bersangkutan dengan memperhitungkan faktor-faktor pengurang.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 13
(1) Dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan untuk jabatan-jabatan organik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia bersumber dari penerimaan UPI sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (dana nonPNBP).
(2) Ketentuan pemberian gaji dan tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pegawai nonPNS.
(3) Ketentuan pemberian tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pegawai PNS atau nonPNS.
Pasal 14
(1) Bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat dalam jabatan/jabatan tugas tambahan di lingkungan UPI, dan mendapatkan tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya lebih kecil dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan dari dana nonPNBP, maka tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan dari dana nonPNBP dibayarkan sebesar selisihnya. 
(2) Apabila tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan dari dana nonPNBP yang dibayarkan lebih kecil dari tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian.
BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 15
(1) Selain pemberian gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan jabatan/tunjangan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada pegawai dan/atau pejabat di lingkungan UPI diberikan pula biaya operasional yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a. biaya perjalanan dinas dalam kota terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. biaya perjalanan dinas paket meeting dalam atau luar kota, yang meliputi biaya transportasi, biaya penginapan, uang saku, dan biaya paket meeting (halfday/fullday);
c. biaya kagiatan tambahan untuk melaksanakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsinya, dan/atau penunjang tridarma berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, semua keputusan dan/atau peraturan yang setara, atau keputusan dan/atau peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2017
Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia
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Ketua,

Sekretaris,


Dr. (HC). KH. As’ad Said Ali

Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.
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